
BUPATI DOMPU 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI DOMPU 

NOMOR Z0 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

Menimbang 

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

BUPATI DOMPU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

perlu menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Dompu, 

bahwa untuk mengoptimalkan penerapan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna 

peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten 

Dompu, perlu pedoman penyusunan dokumen Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berlaku 

secara internal, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Dompu tentang Pedoman Penyusunan



Mengingat 1. 

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Dompu, 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 6373) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614): 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



10. 

Lita 

ie
) 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambanan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340), 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80), 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1842), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288):



12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu 

Nomor 9), 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG  PEDOMAN 

PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN DOMPU. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia TahunDaera 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin



10. 

11. 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

Kepala Daerah adalah Bupati Dompu. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang 

selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik 

dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang 

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah. 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi 

secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melafui laporan kinerja instansi pemerintah 

yang disusun secara periodik. 

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program 

yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 

terukur. 

Keluaran output) adalah barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program 

dan kebijakan. 

Hasil  foutcome) adalah segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- 

kegiatan dalam satu program. 

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu



12, 

13, 

14. 

15. 

16. 

1, 

18, 

19. 

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 

kegiatan. 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa unit kerja pada perangkat daerah 

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan misi perangkat daerah. 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan 

dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah 

direncanakan. 

Indikator kinerja program adalah ukuran atas hasil 

(outcome) dari suatu program yang merupakan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah 

yang dilaksanakan oleh satuan kerja/perangkat daerah. 

Indikator kinerja sasaran adalah ukuran keberhasilan dari 

suatu sasaran yang telah ditentukan. 

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran atas keluaran 

(output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis 

dengan indikator kinerja program. 

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan 

ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai 

penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 

Rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen



20. 

2. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27, 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

Rencana kinerja tahunan adalah dokumen perencanaan 

kinerja untuk periode 1 (satu) tahun. 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari kepala daerah kepada Kepala Perangkat 

Daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja. 

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen 

khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai 

dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

Rencana kerja dan anggaran, yang selanjutnya disingkat 

RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang 

merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah 

daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah yang 

bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran 

yang diperlukan untuk elaksanakannya. 

Dokumen pelaksanaan anggaran, yang selanjutnya 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara 

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun 

berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam 

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBN/APBD). 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang 

disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah 

pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan



28. 

20, 

30. 

Sl 

32. 

pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan 

selama 1 (satu) tahun anggaran. 

Rewards/Perhargaan adalah pengakuan atas prestasi 

dan/atau masa kerja karyawan berupa promosi, jabatan, 

kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan 

kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lain. 

Punishment/Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang 

dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang- 

undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh 

hakim dan bisa juga hasil atau akibat menghukum. 

Tim Verifikasi Dokumen SAKIP Kabupaten Dompu adalah 

tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang 

bertugas melakukan verifikasi terhadap keseluruhan 

dokumen SAKIP yang telah disusun oleh pemerintah 

daerah dan perangkat daerah. 

Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah 

Kabupaten Dompu adalah tim yang dibentuk dengan 

Keputusan Bupati yang bertugas melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah 

dan perangkat daerah. 

Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat SETDA 

adalah unsur staf dalam penyelengaraan pemerintah 

daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Dompu. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Maksud Tata Cara Penyusunan Dokumen SAKIP di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu adalah 

untuk optimalisasi penerapan sistem pertanggungjawaban 

kinerja yang jelas, terukur dan efektif. 

Tujuan Tata Cara Penyusunan Dokumen SAKIP di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu adalah untuk 

dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten



(1) 

(2) 

(4) 

(1) 

(2) 

Dompu dalam menyusun dokumen SAKIP guna 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 

BAB III 

PENYELENGGARAN SAKIP 

Pasal 3 

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah wajib menyusun 

seluruh dokumen SAKIP. 

Untuk kelancaran penyusunan dokumen SAKIP tingkat 

Perangkat Daerah maka setiap Perangkat Daerah perlu 

membentuk tim penyusunan dokumen SAKIP Perangkat 

Daerah yang ditetapkan dengna Keputusan Kepala 

Perangkat Daerah. 

Penyusunan dokumen SAKIP tingkat Pemerintah Daerah 

dilaksanakan oleh tim penyusunan dokumen SAKIP yang 

ditetapkan oleh Keputusan Bupati. 

Keseluruhan dokumen SAKIP yang telah disusun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) 

sebelum ditetapkan terlebih dahulu akan diverifikasi oleh 

Tim Verifikasi Dokumen SAKIP Kabupaten Dompu. 

Pasal 4 

Penyelenggaran SAKIP dilaksanakan untuk menyusun 

Laporan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan 

penyelenggaraan Sistim Akuntansi Pemerintahan dan tata 

cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan. 

Pasal 5 

Penyelenggaraan (SAKIP) pada Perangkat Daerah 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh 

Daerah Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
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Pasal 6 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: 

a. rencana strategis, 

rencana kinerja tahunan, 

perjanjian kinerja, 
». 

9 

pengukuran kinerja, 

pelaporan kinerja, 

pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

Jadwal Pelaksanaan, dan 

b
a
 

. Penghargaan dan Hukuman. 

BAB III 

RENCANA STRATEGIS 

Pasal 7 

(1) RPJMD menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam 

menyusun Indikator Kinerja utama tingkat Pemerintah 

Daerah. 

(2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perurdang-undangan. 

(3) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana strategis 

sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD. 

(4) Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai 

dengan kententuan peraturan perunang-undangan. 

Pasal 8 

(l) RPJMD menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam 

menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat Pemerintah 

Daerah. 

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman 

Perangkat Daerah dalam menyusun Indikator Kinerja 

Utama tingkat Perangkat Daerah.



1 

(3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) disusun untuk periode (lima) Tahun. 

(4) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l), ayat (2) dan ayat (3) untuk tingkat Pemerintah 

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan 

tingkat Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Daerah. 

(5) Penyusunan Indikator kinerja Utama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan. 

Pasal 9 

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) dan ayat (2) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. 

BAB IV 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Pasal 10 

(1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menyusun 

rencana kinerja tahunan sebagai dokumen perencanaan 

kinerja untuk periode 1 (satu) tahun. 

(2) Rencana kinerja tahunan tingkat Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

berpedoman pada RPJMD. 

(3) Rencana kinerja tahunan tingkat Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l| disusun dengan 

berpedoman pada rencana strategis. 

(H Rencana kinerja tahunan tingkat Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar 

penyusunan RKA. 

(5) Formulir rencana kinerja tahunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam 

Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
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Peraturan Bupati ini. 

Pasal 11 

Sasaran strategis Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah 

Daerah sebagaimana tercamtum dalam dokumen RPJMD. 

Rencana Kinerja Tahunana Pemerintah sebagaimana 

tercamtum dokumen Renstra Perangkat Daerah. 

Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) di 

identifikasikan sasaran mana yang akan diwujudkan pada 

tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana 

tingkat capaiannya (targetnya). 

(4) Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

mengambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran. 

(5) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) a 

memenuhi kriteria SMART, yaitu: 

a. specific: tidak berdwimakna, 

b. measurable : dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan 

atau parameternya, 

c. achievable : dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya 

(domainnya) dan dalam kendalinya (Controllable): 

d. relevance :terkait Tangsung dengan (mereprensentasikan) 

apa yang akan diukur: 

e. time Bound : mengacu atau menggambarkan kurun waktu 

tertentu. Indikator kinerja sasaran akan menggambarkan 

ukuran outcome yang akan dicapai atau sekurang- 

kurangnya output penting yang dihasilkan. 

(6) target kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) adalah rencana tingkat pencapaian tahunan yang 

dikehendaki secara kuantitatif, dengan satuan ukur 

indikator kinerja yang relevan. 

Pasal 12 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan tercantum dalam 

Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tingkat Pemerintah 

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

PERJANJIAN KINERJA 

Pasal 13 

(1) Setiap Perangkat Daerah Akuntabilitas Kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran. 

(2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. 

Pasal 14 

(1) Setiap Perangkat Daerah Akuntabilitas Kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 menyusun lembar/dokumen 

Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen 

pelaksanaan anggaran. 

(2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target 

Kinerja. 

(3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. spesifik (specific), 

b. dapat terukur (measurablej: 

c. dapat dicapai (attainable): 

Le
n . berjangka waktu tertentu (time bound):dan 

e. dapat dipantau dan dikumpulakan (trackable). 

Pasal 15 

(1) Untuk mewujudkan perjanjian kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setiap Perangkat Daerah 

menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan 

menggunakan indikator kinerja program dan/atau 

indikator kinerja Perangkat Daerah. 

(2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus



(8) 

(4) 

(4) 

(2) 

(3) 

(1) 
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disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen 

pelaksanaan anggaran disahkan. 

Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati oleh Kepala 

Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. 

Setiap Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 16 

Pemerintah Daerah menyusun perjanjian kinerja dalam 

bentuk lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat 

pemerintah daerah dan ditandatangani oleh Kepala 

Daerah. 

Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) harus disusun paling lambat 1 

(satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran 

disahkan. 

Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada 

Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 17 

Lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 

memuat pernyataan dan lampiran formulir perjanjian 

kinerja yang mencantumkan sasaran strategis, indikator 

kinerja, target, program dan anggaran. 

Format pernyataan dan formulir perjanjian kinerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran H yang rierupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 18 

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas 

pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan 

lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang 

telah dialokasikan untuk masing-masing kinerja Perangkat 

Daerah. 

Pasal 19 

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, meliputi: 

a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan 

pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, 

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, 

b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi 

kinerja aparatur, 

c. sebagai dasar penilaian  keberhasilan/kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai 

dasar pemberian penghargaan dan sanksi, 

d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan 

monitoring, evaluasi dan supervisi atas 

perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah, dan 

e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Pasal 20 

(1) Pihak yang menyusun perjanjian kinerja. 

a. Pemerintah Daerah. 

1) Pimpinan Tertinggi (Bupati) 

Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian kinerja 

tingkat Pemerintah Daerah ditandatangani oleh 

Bupati. 

2) Kepala Perangkat Daerah. 

Perjanjian kinerja di tingkat perangkat daerah 

disusun oleh Kepala Perangkat Daerah 

kemudian ditandatangani oleh Bupati dan Kepala 

b. selain yang diatur di atas, Bupati dapat memperluas 

praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai 

kebijakan internal.
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Waktu penyusunan perjanjian kinerja. 

Perjanjian kinerja harus disusun paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran 

disahkan. 

Penggunaan Sasaran dan Indikator. 

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama 

yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan 

kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan 

indikator lain yang relevan. 

a. untuk tingkat Pemerintah Daerah sasaran yang 

digunakan menggambarkan dampak dan outcome 

yang dihasilkan serta menggunakan Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator 

kinerja lain yang relevan. 

b. untuk tingkat Perangkat Daerah sasaran yang 

digunakan menggambarkan  outcome/ output 

penting serta menggunakan Indikator Kinerja 

Utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja lain 

yang relevan, 

BAB VI 

PENGUKURAN KINERJA 

Pasal 21 

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan 

pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan sesuai hasil pengelolaan data kinerja. 

Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mencakup: 

a. penetapan data dasar (baseline data): 

b. penyediaan instrumen perolehan data berupa 

pencatatan dan registrasi: 

c. penatausahaan dan penyimpanan data, dan 

d. pengkompilasian dan perangkuman. 

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam 

lembar/dokumen perjanjian kinerja. 

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dengan cara: 

a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran 

(target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ 

dokumen perjanjian kinerja dalam rangka 

pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan, 

b. membandingkan realisasi kinerja program sampai 

dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) 

kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam 

Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

Pasal 22 

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 19 

dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan 

terhadap capaian realisasi kinerja. 

Pengukuran kinerja triwulan tingkat pemerintah 

daerah dan perangkat daerah disampaikan kepada 

Kepala Daerah melalui Tim Monitoring dan Evaluasi 

Capaian Kinerja Pererintah Kabupaten Doripu palirig 

lambat Minggu I setelah triwulan berakhir. 

Pengukuran kinerja tahunan tingkat pemerintah 

daerah dan perangkat daerah disampaikan kepada 

Kepala Daerah melalui Tim Monitoring dan Evaluasi 

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dompu paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

Formulir pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.
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Bagian Kesatu 

Kerangka Pengukur Kinerja 

Pasal 23 

(1) Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran 

strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. 

(2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik 

dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja di 

tingkat sasaran strategis. 

(3) Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data 

kinerja melalui dua sumber, yaitu: 

a. data internal, berasal dari sistem informasi yang 

diterapkan pada instansi, dan 

b, data eksternal, berasal dari luar instansi baik data 

primer maupun data sekunder. 

(4) Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara: 

a. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran 

(target) kinerja yang dicantumkan dalam 

lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka 

pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan: 

b. membandingkan realisasi kinerja program sampai 

dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) 

kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam 

Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

(S5) Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) 

dan tahunan terhadap capaian realisasi kinerja sesuai 

dengan formulir pengukuran kinerja triwulan dan 

tahunan. 

Bagian Kedua 

Formulir Pengukuran Kinerja 

Pasal 24 

Pengukuran Kinerja tercamtum dalam Formulir 

Pengukuran Kinerja tingkat Pemerintah Daerah dan 

Perangkat Daerah, sebagaimana tercamtun dalam
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Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 

PELAPORAN KINERJA 

Pasal 25 

(1) Setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan 

laporan kinerja atas prestasi kerja,keberhasilan dan 

kurang keberhasilan yang dicapai berdasarkan 

penggunaan anggaran yang telah dialokasikan 

(2) Laporan Kinerja Perangkat Daerah disampaikan kepada 

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 2 

(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 26 

(1) Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 menjadi dasar dalam 

menyusun LPPD, khusus pengukuran capaian 

akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah. 

(2) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

disampaikan kepada Gubernur, Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi melalui Aplikasi e-SAKIP REVIU 

(https://esr.menpan.go.id/), dan Menteri Dalam Negeri 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

Pasal 27 

(1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

dan LPPD khusus pengukuran capaian akuntabilitas 

kinerja pemerintahan daerah dalam Pasal 24, berisi 

ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang 

dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam 

dokurtier pelaksariaan APBD.
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Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang 

dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit menyajikan informasi tentang: 

a. pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, 

b. realisasi pencapaian target kinerja perangkat daerah, 

c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, 

dan 

d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan 

program sampai dengan tahun berjalan dengan target 

kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam 

Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

Pasal 28 

Format laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23, Pasal 24 dan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 29 

Setiap Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana 

kegiatan tugas pembantuan menyelenggarakan SAKIP 

dan menyusun laporan kinerja sebagaimana berlaku bagi 

satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga. 

Laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas 

pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Kepala Daerah dan 

Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. 

Kepala Daerah menyiapkan laporan kinerja gabungan 

berdasarkan laporan yang diterima dari perangkat daerah 

yang menjadi pelaksana kegiatan tugas pembantuan dan 

selanjutnya menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan 

Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri 

Keuangan.
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Pasal 30 

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada 

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya 

dicapai, 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 

BAB VII 

PENGELOLAAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL DAN 

PELAKSANA 

Pasal 31 

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana 

baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja 

terdiri atas: 

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan 

klarifikasi ekspektasi, 

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja 

yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian 

umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja 

pegawai, 

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja 

pegawai, dan 

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi 

pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan 

pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undanganyan mengatur mengenai pengelolaan 

kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana. 

BAB IX 

JADWAL PELAKSANAAN 

Pasal 32 

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan SAKIP di Lingkungan
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Pemerintah Kabupaten Dompu secara rinci tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BAB X 

PENGHARGAAN DAN HUKUMAN 

Pasal 33 

(1) Penghargaan dapat diberikan sebagai ganjaran, hadiah, 

penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang 

menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja yang telah dicapai. 

(2) Hukuman sebagai ancaman hukuman yang bertujuan 

untuk memperbaiki kinerja karyawan pelanggar, 

memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan 

pelajaran kepada pelanggar. 

Pasal 34 

(1) Kriteria Pemberian Rewards/Penghargaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 meliputi : 

a. penanggung jawab SAKIP di setiap OPD mampu 

meningkatkan nilai SAKIP OPD. 

b. penanggung jawab SAKIP di setiap OPD mampu 

menjadi 10 terbaik nilai SAKIP OPD. 

C. penangung jawab SAKIP di setiap OPD mampu 

memenuhi target perjanjian kinerja. 

d. komitmen pimpinan dan anggota yang ada 

dibawahnya (Pejabat eselon II, III dan IV) untuk 

berkontribusi dalam meningkatkan nilai SAKIP. 

e. komitmen pimpinan ditunjukan dengan melakukan 

monitoring dan evaluasi Dokumen SAKIP ( Rencana 

Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, 

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja) 

(2) Kriteria Pemberian Punishment/Hukuman : 

a. Penanggung jawab SAKIP disetiap OPD tidak mampu 

memenuhi target Perjanjian Kinerja. 
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b. Penanggung jawab SAKIP disetiap OPD tidak mampu 

meningkatkan nilai SAKIP OPD. 

c. Penanggung jawab SAKIP disetiap OPD tidak mampu 

memperbaiki nilai SAKIP OPD dari CC ke B. 

Pasal 35 

Bentuk dan Klasifikasi Pemberian Rewards : 

a. piagam dan Plakat penghargaan dari Bupati Dompu 

kepada 10 Penanggung Jawab SAKIP Terbaik. 

b. digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

Tim Penilai Kinerja ASN dalam promosi jabatan. 

c. diberikan rewards sebesar Rp. 2.500.000/OPD 

untuk 10 Penanggung Jawab SAKIP Terbaik. 

d. rewards yang diberikan dapat digunakan oleh 

Penanggung Jawab SAKIP OPD untuk kegiatan 

penguatan Tim SAKIP 

e. penggunaan Rewards dapat digunakan setelah 

mendapat persetujuan dari Unit Pengendalian 

Gratifikasi (UPG) Daerah 

f. unit Pengendali Gratifikasi merekomendasikan 

penggunaan rewards oleh OPD penerima. 

Bentuk dan Klasifikasi Pemberian Punishment : 

a. dilakukan pemeriksaan dan pembinaan khusus 

terhadap OPD yang memiliki nilai Kinerja Rendah 

b. digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

Tim Penilai Kinerja dalam mutasi/ rotasi ASN 

c. sebagai salah satu bahan pertimbangan Tim TAPD 

dalam pembagian plafon Anggaran. 

Pasal 36 

Penanggung Jawab SAKIP adalah Tim SAKIP yang 

dibentuk oleh masing-masing OPD.



24 

Pasal 37 

Tim SAKIP mempunyai tugas : 

a. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja, 

b. melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja, 

c. melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP pada 

OPD masing-masing 

d. melaksanakan Pelaporan SAKIP OPD melalui Aplikasi 

esr.menpan.go.id 

BAB xI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu. 

Ditetapkan di Dompu 

pada tanggal / pb “0 2022 

Drandangkan di Dompu 

pada tanggal (6-01 - 2022 

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU, 

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR ..“ 42
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI DOMPU 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN DOMPU 

CONTOH FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 

TINGKAT PEMERINTAH DAERAH 

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 20.... 

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU 

Indikator 
Kinerja 

1 2 3 4 

No. Sasaran Strategis Target 

Dompu, Januari 20.... 

Bupati Dompu, 

Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut: 

1) Pada kolom 1 diisi dengan nomor urut, 

2) Pada kolom 2 diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah 

atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 

bersangkutan, 

Misal : Meningkatnya pendapatan petani 

3) Pada kolom 3 diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 

dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi 

yang ingin diwujudkan,
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Misal : - Persentase peningkatan pendapatan tani 

- Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam 

4) Pada kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai 

atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah. 

Misal: - 5Y4 

- 1 Ton 

Dokumen Rencana Kinerja sebagaimana diuraikan di atas dituangkan 

dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tingkat Perangkat 

Daerah sebagai berikut: 

CONTOH FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 
TINGKAT PERANGKAT DAERAH 

MEME L MLM LL LL MAMA LEAN LAM MM ML LAMA KL LL LL MMA 

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 20.... 

| PERANGKAT DAERAH : 

No. Sasaran Strategis Indikator Target 
Kinerja 

Am: 2 3 z 

Dompu, Januari 20.... 

: Kepala Perangkat Daerah, | 

Keterangan pengisian formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) di atas 

adalah sebagai berikut: 

1) Pada kolom 1 diisi dengan nomor urut: 

2) Pada kolom 2 diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai 

dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah atau kondisi terakhir 

yang seharus terwujud pada tahun bersangkutan, 

Misal : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan 

3) Pada kolom 3 diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 

dari Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran strategis 

Perangkat Daerah atau kondisi yang ingin diwujudkan:
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Misal : - Persentase peningkatan produksi padi 

- Persentase peningkatan produksi jagung 

Pada kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 

seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun tersebut 

berdasarkan masing- masing indikator kinerja sasaran strategis 

Perangkat Daerah. 

Misal: - 10Yo 

- 5Yo 

Hubungan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan tahunan 

(RKT) dapat dilihat dibawah ini: 

Form Renstra 

INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 
NO. | TUJUAN SASARAN KINERJA 7 5 3 z 3 

ta) KE 3) (3 El ig 0m BL Le 

Meningkatnya |. Persentase 
Produksi peningkatan 

Tanajhan protluksi padi |», N kg : 
Pang 1 IN , ' 

- Persehtase “ a 4 : 
peningkatan SN N 5 f 
produksi NA V 1 ' 

jagung ui Ko ' 

4 
' 

53 4 

“ 4 , 
N “ , 

“ » “ Form RKT KA 
» , 

“ 
1 1 

NN 4 , 
x “ 5 

4 
1 

1) 
' 
' 
a 
' 

' 
4 
1 

“ “ N k 
4 

ig 

' 

t 
, 

, 
T 
5 
' NO. | SASARAN/STRATEGIS INDYKATOR KINERJA | & p TARGET 

() —ja ! Ga map ai 
1 |Meningkafnya Produksi |. Persentase penikgkatan produksi padi Vir 

Tanam angan & 

- Persentase peningkatan produksi jagung 

Keterangan: 

1. Sasaran yang ada di Renstra dijadikan Sasaran strategis dalam RKT. 

2. Indikator Kinerja Sasaran yang ada di Renstra dijadikan Indikator 

Kinerja Sasaran strategis dalam RKT. 

3. Target kinerja jangka menegah dalam Renstra di breakdown 

menjadi target kinerja tahunan dalam RKT. 

RKT Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

Hubungan dokumen Renstra dengan RKA dapat dilihat dibawah ini:
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Form RKT 

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 

(1) (2) men (3) - | (2) 
1 | Meningkatnya |- Persentase peningkatan produksi padi | 10 Yo 

Produksi Tanaman — | - Persentasefpeningkatan produksijagung | 5 Yo 
Pangan 0.1 0 

Form RKA 

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG 

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA Hn 

CAPAIAN PROGRAM 

MASUKAN 

KELUARAN 

HASIL - Persentase penir katan produksi padi 10 Yoy 
- Persentase peningkatan produksi jagung 5 Yo 

Keterangan: 

1. Indikator Kinerja yang ada pada RKT dijadikan tolak ukur kinerja 

indikator hasil pada RKA. 

2. Target kinerja pada RKT di breakdown menjadi target kinerja indikator 

hasil pada RKA. 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI DOMPU 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN DOMPU 

PERJANJIAN KINERJA 

1. FORMAT PERJANJIAN KINERJA 

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) 

bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian 

Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan 

dalam perjanjian kinerja tersebut. 

l. Pernyataan Perjanjian Kinerja 

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas: 

a. 

b. 

Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu 

tahun tertentu: 

Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. 

Contoh Pernyataan Perjanjian Kinerja: 

1) Tingkat Pemerintah Daerah terdapat pada anak lampiran 

IT/ 1-6 

2) Tingkat Perangkat Daerah terdapat pada anak 

lampiran 11/2-6. 

3) Tingkat Unit Kerja pada Perangkat Daerah terdapat pada anak 

lampiran 11/3-6. 

2. Lampiran Perjanjian Kinerja 

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang 

disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan 

tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut: 

Contoh Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja: 

1) 

2) 

3) 

Tingkat Pemerintah Daerah terdapat pada anak lampiran 

11/4-6. 

Tingkat Perangkat Daerah terdapat pada anak 

lampiran 1I/5-6. 

Tingkat Unit Kerja pada Perangkat Daerah terdapat pada anak
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lampiran !1/6-6. 

3. Bagi Perangkat Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung 

oleh dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan 

keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana- 

dana tersebut. 

2. REVISI DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal 

terjadi kondisi sebagai berikut: 

e Terjadi pergantian atau mutasi pejabat, 

# Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan 

sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran), dan 

e Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan 

dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.



ANAK LAMPIRAN II/1-6 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 

TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20.... 

'Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

ransparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda 

tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 

tanggung jawab kami. 

Dompu, Januari 20.... 

Bupati Dompu, 

teneentennakaenanenananarannaaaana pan
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ANAK LAMPIRAN 1!/2-6 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 

TINGKAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DOMPU 

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU 

DINAS/BADAN .............. 
aa JOLGN Maa Nomor ...... Telp. (0373)... Dompu 

: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20.... 

| Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

'transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda 

'tangan di bawah ini: 

| Nama 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 

tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 

dani sariksi. 

Dompu, Januari 20.... 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 

Bupati Dompu Kepala Perangkat Daerah 

eat ataia ta aloe palette Teten enttente tete Ketek tete eta Ketaatan Nana NN Naa NN NN NAN NN NAN 1
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ANAK LAMPIRAN 11/3-6 

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 

TINGKAT UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DOMPU 

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU 
DINAS/BADAN ...........i... 

JAGI aa Nomer ...... Telp. (0373p... Dompu 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20.... 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda 

tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 

Jabatan 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang 

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjaniian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 

dan sanksi. 

Dompu, Januari 20.... 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 

Atasan Kepala Unit kerja Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah 

san sanen sa sena suna angan satsenaaru Su parunanunnarananenananguana uan 

sns.cco.K#”c#mcamcccc##”Wc#c(m.unra
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ANAK LAMPIRAN 11/4-6 

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 

TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU 

Peel eter koto ee ate tee ee tetotetetottetetatottttetetetetataattatata! 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20.... 

KABUPATEN DOMPU 

No. Sasaran Strategis Indikator Target 
Kinerja 

1 2 3 4 

Program Anggaran 

Lesi ewe BP sum 

Dena ss wae—mus BP meeeemawasa 

Dompu, Januari 20.... 

Secnanananararn ae Nana aa nana nan nana 

LL ALAM LM LL LL LL LL LL EME LL LL ALL LL LEE MLM LM MM MN MM ML HL Mma 

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut: 

1) Pada kolom (1) diisi no urut, 

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau 

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 

bersangkutan, 

Misal : Meningkatnya pendapatan petani 

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 

dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang 

ingin diwujudkan, 

Misal : - Persentase peningkatan pendapatan tani
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a) 

6) 
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- Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam 

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 

seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah, 

Misal: - 5Y9 

- 1 Ton 

Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah 

yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai, 

Visal : Program Peningkatan produksi tanaman pangan 

Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan 

untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan, 

Misal : Rp. 6.500.000.000,-
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ANAK LAMPIRAN I1/5-6 

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 

PERANGKAT DAERAH 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20.... 

PERANGKAT DAERAH 

: Indikator 
No. Sasaran Strategis Kinerja Target 

1 2 3 4 

Prograrti Anggaran Keterangan 

PE AN AN TN BP ena aa oo HA 

2 Ja BP mem w&”— soseawukas 

Dompu, Januari 20.... 

Bupati Dompu, Kepala Perangkat Daerah, 

cococaocecererannayangna ena ennen 00000000 noawanococoooorocoamisaunas ana uan 

en - 2 HEM LL LE LELE M LELE EPL LE LAMBBBMM EME MEMLL EL M AH AA Mao... -umd 

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut: 

1) Pada kolom (1) diisi no urut, 

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai 

Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 

yang bersangkutan, 

Misal : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan 

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 

dari Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi 

yang ingin diwujudkan, 

Misal: - Persentase peningkatan produksi padi 

- Persentase peningkatan produksi jagung
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5) 

6) 

7) 
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Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai 

dicapai atau seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun 

tersebut: 

Misal: - 1046 

- 5Y0 

Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait 

dengan sasaran strategis, 

Misal : Program Peningkatan produksi tanaman pangan 

Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan 

pada program tersebut, 

Misal : Rp. 6.500.000.006, - 

Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang 

penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Tugas 

Pembantuan) dan hal penting lainnya. 

Misal : APBD - Rp. 4.500.000.000,- (69Yo) dan APBN Tugas Pembantuan 

- Rp. 2.000.000.000,- (3196).
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ANAK LAMPIRAN 11/6-6 

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 

UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20.... 

UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH 

Indikator 
No. Program Kinerja Target 

1 2 3 4 

Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 

| BEN an AAA 2 KN NA TA 

ANN BP er enar meme aan 

Dompu, Januari 20.... 

Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja 
Perangkat Daerah, 

NON NIP enda non oonnen oo onnaan 

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut: 

1) Pada kolom (1) diisi no urut, 

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program unit kerja atau kondisi 

terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan 

setelah dilaksanakannya program tersebut, 

Misal : Tersediariya sararia produksi pertariari 

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 

dari unit kerja yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang 

ingin diwujudkan, 

Misal : Jumlah pestisida yang disediakan
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4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 

seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut, 

Misal : 4.350 liter 

5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun 

tersebut: 

Misal : Penyediaan sarana produksi pertanian 

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikai 

oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud. 

Misal : Rp. 750.000.000, -
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ANAK LAMPIRAN 11/6-7 

CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 

UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH 

nananaannanananaaera kena na 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20.... | 

UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH 

: | s Indikator : 
: No. Program/Kegiatan Kinerja Target | 

1 2 3 4 

Sub Kegiatan Anggaran 

Tea RP sesesanennnanantannanan 

: Deen EP cewe | 

| Dompu, Januari 20.... 

| Kepala Unit Kerja, Pelaksana, 

| nabi NIP nenen : 

1) Pada kolom (1) diisi no urut, 

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program/kesiatan unit kerja atau 

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 

bersangkutan setelah dilaksanakannya program tersebut, 

Misal : Tersedianya sarana produksi pertanian 

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 

dari unit kerja yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang 

ingin diwujudkan, 

Misal : Jumlah pestisida yang disediakan 

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
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seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut, 

Misal : 4.350 liter 

5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun 

tersebut, 

Misal : Penyediaan sarana produksi pertanian 

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan 

oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud. 

Misal : Rp. 750.000.000,- 

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra 

Perangkat Daerah yang merupakan rencana jangka menengah (lima 

tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan 

tersebut kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan RKT 

tersebut maka diajukan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai RKT 

tersebut dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Berdasarkan 

rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya dalam bentuk 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka ditetapkan suatu Perjanjian 

Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk 

mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Hubungan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan Perjanjian Kinerja dapat dilihat dibawah 

ini:
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Form DPA 

PROGRAM 2.01.2.01.01.19 -Brogram Peningkatan produksi tanaman pangan 

INDIKATOR & TOLOK uyuR KINERJA BELANJA LANGSUNG 

INDIKATOR ToLpK UKUR KINERJA TARGET KINERJA 

CAPAIAN PROGRAM / 

MASUKAN / Rp. 4.500.000.009,- 

KELUARAN / 

HASIL - Perser/tase peningkatan produksi padi 10 "6 
- Perseptase peningkatan produksi jagung | 9 H6 

Form Perianjian Kinerja SKPD 
| 

| 

NO | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA | TARGET 

(1) (2 / (3) | (a) 
3 TN | Meningkatnya - Persentase peringkatan produksi pddi Bi Yo 

Produksi Tanaman - Persentase peningkatan produksi j g 9 Yo 
Pangan 

Program / Anggara Keterangan 

1. Program Peningkatan produksi tanaman pangan Rp. 4.500.000.000,- APBD 

Keterangan: 

1. Tolak ukur indikator kinerja hasil pada DPA dijadikan Indikator kinerja 

pada Perjanjian Kinerja. 

Target kinerja hasil pada DPA dijadikan target pada Perjanjian Kinerja. 

3. Nama Program pada DPA dijadikan Nama Program pada Perjanjian 

Kinerja. 

4. Target kinerja masukan pada DPA dijadikan Anggaran pada Perjanjian 

Kinerja. 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI DOMPU 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN DOMPU 

PENGUKURAN KINERJA 

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran Kinerja sebagaimana diuraikan di atas dituangkan 

dalam Formulir Pengukuran Kinerja tingkat Pemerintah Daerah dan 

Perangkat Daerah sebagai berikut: 

CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 

TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU 
Pa ANN Tee eta ee tatto tee NK oteta toto teteeeta 

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20.... 

TINGKAT KABUPATEN DOMPU 

Indikator v9 

a 
No. | Sasaran Strategis Kinerja Target | Realisasi Capatan 

1 2 3 4 5 6 

Program Anggaran Realisasi Anggaran 

Pnelewewm——. TRI ititiumsa menanamkan AN ea mnta | 

2 smua PEP Wittoonennd Sh inoasmnasbasan Ia BB $ 

Dompu, Januari 20.... 

Bupati Dompu, 

a00 nntaranaann nan na nenas nana aa
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Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut: 

1) 

2) 

3) 

7) 

Pada kolom (1) diisi no urut, 

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau 

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 

bersangkutan, 

Misal : Meningkatnya pendapatan petani 

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator 

lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi 

yang ingin diwujudkan: 

Misal: - Persentase peningkatan pendapatan tani 

- Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam 

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 

seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah: 

Misal: - 5Yo 

- 1 Ton 

Pada kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja dari masing-masing 

indikator kinerja, 

Misal :- 446 

- 1 Ton 

Pada kolom (6) diisi dengan angka persentase pencapaian target dari 

masing-masing indikator kinerja (realisasi/ target x100)95, 

Misal: - (499/5Yox100)Yo-80Y6 

- (lton/1tonx100)40-100Y6 

Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah 

Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai, 

Misal : Program Peningkatan produksi tanaman pangan 

8) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan 

untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan: 

Misal : Rp. 6.506.000.000,- 

Pada kolom Realisasi anggaran diisi dengan besaran anggaran yang 

digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan, 

Misal : Rp. 6.000.000.000,-



45 

CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN 

TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU 

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN .... TAHUN 20.... 

TINGKAT KABUPATEN DOMPU 

Realisasi 
Realisasi s/d ia 

N Sasaran | Indikator Target Triwulan Triwulan | Capaian Permasalahan. | Solusi 

O| Strategis| Kinerja 2 ini 

IT | IT IV 

1 2 3 4 5617| 38 9 10 11 12 

Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut: 

1) Pada kolom (1) diisi no urut, 

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau 

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 

bersangkutan, 

Misal : Meningkatnya pendapatan petani 

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator 

4) 

5) 

lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi 

yang ingin diwujudkan, 

Misal: - Persentase peningkatan pendapatan tani 

- Tingkat produksi padi per hektar perusim tanam 

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau 

seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah, 

Misal 1 - 56 

| - 1 Ton 

Pada kolom (5) s/d kolom (8) diisi dengan realisasi kinerja yang 

telah dicapai pada masing-masing triwulan (I, II, III dan IV) dari 

masing-masing indikator kinerja: 

Misal: - TWI - 146, TW II - 196, TW III - 1Y6: TW IV - 1469: 
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- TWi-Oton: TW II - 0,5 ton, TW II - Oton, TWIV - 0,5 ton, 

6) Pada kolom (9) diisi dengan realisasi kumulatif kinerja yang telah 

dicapai mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dari 

masing-masing indikator kinerja, 

Misal: - TWIs/d TW IV - 44, 

- TWlIs/d TWIV- 1 ton, 

7) Pada kolom (10) diisi dengan angka persentase pencapaian target dari 

masing-masing indikator kinerja mulai dari triwulan I sampai 

dengan triwulan IV (realisasi (TW I s/d TW IV)/target x100)Yo: 

Misal : - realisasi (TW I s/d TW III) - 3Yo, maka Yo capaian 

5 (3Ya/ 5Yox100)Y0-60Y6 

- realisasi (TW I s/d TW II) - O,Ston, maka Yo 

capaian - (0,5ton/ 1tonx100)”-50Yo 

8) Pada kolom (11) diisi dengan permasalahan yang terjadi terhadap 

rendahnya realisasi kinerja: 

9) Pada kolom (12) diisi dengan uraian solusi penyelesaian 

permasalahan yang terjadi. 

CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 

TINGKAT PERANGKAT DAERAH 

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20.... 

PERANGKAT DAERAH 

No. Sasaran Strategis Peta Target | Realisasi Gagaliin | 

t 2 3 4 5 6 

| 

Program Anggaran Realisasi Anggaran Keterangan 

Keonamelumnnnes Piptomenganssenan Bg Gone 

Na NN NO RP ewoneaa RPeasesanmenettnnanaaan An 

Dompu, Januari 20.... 
Kepala Perangkat Daerah, 
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Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut: 

1) 

2) 

3) 

5) 

6) 

se) 

Pada kolom (1) diisi no urut, 

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis perangkat daerah sesuai 

Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 

yang bersangkutan, 

Misal : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan 

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 

dari perangkat daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi 

yang ingin diwujudkan, 

Misal: - Persentase peningkatan produksi padi 

- Persentase peningkatan produksi jagung 

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai 

dicapai atau seharusnya dicapai oleh perangkat daerah pada tahun 

tersebut: 

Misal: - 1049 

- 5 

Pada kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja dari masing-masing 

indikator kinerja, 

Misal: - 8465 

- 5Y9 

Pada kolom (6) diisi dengan angka persentase pencapaian target 

dari masing-masing indikator kinerja (realisasi/ target x100)Yo: 

Misal: - (8Y9/10”ox100)40-80Y6 

- (5Yo/2Y0x100)Y6-100Y0 

Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan 

sasaran Strategis, 

Misal : Program Peningkatan produksi tanaman pangan 

Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan 

pada program tersebut: 

Misal : Rp. 6.500.000.000,- 

Pada kolom Realisasi anggaran diisi dengan besaran anggaran yang 

digunakan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan: 

Misal : Rp. 6.000.000.000,- 

10) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang
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penting, misalnya realisasi sumber dana (APBD, APBN Tugas 

Pembantuan) dan hal penting lainnya. 

Misal : Realisasi APBD - Rp. 4.000.000.000,- dan realisasi APBN 

Tugas Pembantuan - Rp. 2.000.000.000,-
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CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN 

TINGKAT PERANGKAT DAERAH 
(55-55 55-55-2222» 0052-5255 L LL LA LL LL LL LL LT LL MM LA LL LELE LL LL LL LL LL LL LA LA AALm - 

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN .... TAHUN 20.... 

PERANGKAT DAERAH 

Realisasi | Realisasi 
Sasaran | Indikator Triwulan s/d Ya , 

ig Strategis| Kinerja Se Triwulan | Capaian Permasalahan | Solugi 

ini 

1 2 3 4 5lel7i|8 9 10 Ti 12 

: 
: 
: 

| I (II II 

: 
' 

' 

: 

|) 

, 

|) 

Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut: 

1) Pada kolom (1) diisi no urut, 

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis perangkat daerah sesuai 

Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 

yang bersangkutan, 

Misal : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan 

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 

dari perangkat daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi 

yang ingin diwujudkan, 

Misal: - Persentase peningkatan produksi padi 

- Persentase peningkatan produksi jagung 

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai 

dicapai atau seharusnya dicapai oleh perangkat daerah pada tahun 

tersebut, 

Misal: - 10Y6,- 5Y6 

5) Pada kolom (5) s/d kolom (8) diisi dengan realisasi kinerja yang 

telah dicapai pada masing-masing triwulan (I, II, III dan IV) dari 

masing-masing indikator kinerja, 

Misal :- TWI 5 040: TW If — 4Yo, TW III — 0Yo: TW IV - 496: 

- TWI 5 046: TW II - 2,596: TW III - 0Yo: TW IV - 2,544: 

6) Pada kolom (9) diisi dengan realisasi kumulatif kinerja yang telah 

dicapai mulai dari triwulan JI sampai dengan triwulan IV dari



9  ',

Ket

NIP....

Dompu,  Januari 20....

Kepala Perangkat Daerah,

8^7/6'100
%)

%
Pencapaian

Target

7

Realisasi

6

Target

5

Satuan

4

Indikator
Kinerja

3

Uraian

Kegiatan

2

Program/

Sub
Kegiatan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 20....

PERANGKAT DAERAH

1

No.

masing-masing indikator kinerja;

Misal: - TW I s/d TW IV = 8%;

-TW I s/d TW IV = 5%;

7)Pada kolom (10) diisi dengan angka persentase pencapaian target

dari masing-masing indikator kinerja mulai dari triwulan I sampai

dengan triwulan IV (realisasi (TW I s/d TW IV)/target xl00)%;

Misal: -  realisasi (TW I s/d TW HI) = 4%, maka % capaian

(4%/10%xI 00)%=40%
-realisasi (TW I s/d TW III) = 2,5%, maka % capaian  =

(2,5%/5%xl00)%=50%

8)Pada kolom (11) diisi dengan permasalahan yang terjadi terhadap

rendahnya realisasi kinerja;

9)Pada  kolom (12)  diisi   dengan  uraian  solusi  penyelesaian

permasalahan yang terjadi.

CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

50
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Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut: 

1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut, 

2) Pada kolom (2) diisi dengan nama Program, 

3) Pada kolom (3) diisi dengan nama Kegiatan dalam lingkup program, 

4) Pada kolom (4) diisi dengan Indikator kinerja kegiatan berdasarkan 

kelompok masukan, keluaran dan hasil, 

5) Pada kolom (5) diisi dengan Satuan dari setiap indikator kinerja 

kegiatan, 

6) Pada kolom (6) diisi dengan Target dari masing-masing indikator 

kinerja kegiatan, 

7) Pada kolom (7) diisi dengan Realisasi dari masing-masing indikator 

kinerja kegiatan, 

8) Pada kolom (8) diisi dengan Persentase Pencapaian target dari masing- 

masing indikator Kegiatan (realisasi/targetx 10076), 

9) Pada kolom (9) diisi Diisi dengan berbagai hal yang perlu dijelaskan 

berkaitan dengan realisasi dan pencapaian target. 

Perjanjian Kinerja yang telah disusun dijadikan sebagai pedoman 

dalam Pengukuran Kinerja. Hubungan Perjanjian Kinerja dengan 

Pengukuran Kinerja Triwulan dan Tahunan dapat dilihat di bawah ini : 

| Form Perianlian Kineria | 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (31 (4) 

, Meningkatnya - Persentase peningkatan produksi padi 4 10 2e 
Produks/ Tanaman - Persentase peningkatan produksi jagung |- 5 Fo 
Pangan 

Pragri Anggari Keterangan 

1. Program Heningkatan produksi tanaman pangan 4 .500.000.000,- APBD 

/ / ' Form Pengukuran Kincrja | 
Fl / 

REALISASI REALISASI 
SASA INDIKATOR S/D Ca PERMASALA 

NO TAR 5 j 
STRATEGIS KINERJA / Si 1 Ir 1 Iv TRIWULAN | CAPAIAN HAN SOLUSI 

' Li ni 
H 2 3. da Amlalmnia (ah (10) (ti (12 

1 Meningkitnya - Persentase Ca o 4 ke) 4 8 80 

Produk: peningka ii 

Tanaman produksi padi 

Pangan - Persentase 5 4 o 2,5 o 2,5 5 100 
peningkatan 

produksi 

jagung 
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Keterangan : 

L , Sasaran strategis pada 

strategis pada pengukuran kinerja. 

, Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dijadikan indikator kinerja 

pada pengukuran kinerja. 

. Target pada Perjanjian Kinerja dijadikan target pada pengukuran 

kinerja. 

Hubungan antara Perjanjian Kinerja dengan Pengukuran Kinerja 

Tahunan sebagai berikut : 

Form Perjanjian Kineria 

| SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (H 

1. | Meningkatnya - Persentase peningkatan produksi padi 10 Yo 
Produksi Tanaman - Perkentase peningkatan produksi jagung Ta 5 Ye 
Pangan 

Program Anggaran / Keterangan 

1. Program Peningkatan produksi tanaman pangan APBD Rp. 4,500.900.000.- 

Form Pengukuran Kineria 
Z 

SASARAN Fi | 1 
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Yo CAPAIAN 

STRATEGIS / 

(3) (2) 3) M/ (5) (6) 
1. | Meningkatnya | - Persentase peningkatan 102p 8 Yo 80 

Produksi ' produksi pddi 
Tanaman - Persentasepeningkatan 5 To 5 Yo 100 

Pangan produksi jagung | 

Keterangan : 

1, Sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja dijadikan sasaran strategis 

| pada pengukuran kinerja. 

2. Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dijadikan indikator kinerja 

pada pengukuran kinerja. 

3. Target pada Perjanjian Kinerja dijadikan target pada pengukuran 

kinerja. 
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CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN 

TINGKAT PERANGKAT DAERAH 

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN .... TAHUN 20.... 

PERANGKAT DAERAH 

Realisasi Realisasi 
Sasaran | Indikator Triwulan s/d Ya 

De. Strategis| Kinerja Target Triwulan | Capaian en an Solu 

iIinialr| &i 
1 2 3 4 51601718 9 10 li 

Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut: 

1) 
Tan 

&| 

3) 

4 

5) 

6) 

Pada kolom (1) diisi no urut, 

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis perangkat daerah sesuai 

Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 

yang bersangkutan, 

Misal : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan 

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain 

dari perangkat daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi 

yang ingin diwujudkan, 

Misal: - Persentase peningkatan produksi padi 

- Persentase peningkatan produksi jagung 

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai 

dicapai atau seharusnya dicapai oleh perangkat daerah pada tahun 

tersebut, 

Hfisal P5 10 Ya, - 50 

Pada kolom (S5) s/d kolom (8) diisi dengan realisasi kinerja yang 

telah dicapai pada masing-masing triwulan (I, II, HI dan IV) dari 

masing-masing indikator kinerja, 

Misal :- TW 1 - 0Yo: TW II - 4Yo, TW III - 0Yo: TW IV — 496, 

| - TWT 5 040, TW II — 2,599: TW III 5 090: TW IV — 2,544: 

Pada kolom (9) diisi dengan realisasi kumulatif kinerja yang telah 

dicapai mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dari 

Aa
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masing-masing indikator kinerja, 

Misal:- TWIs/d TWIV:- 

- TWIs/d TWIV- 

8Ya: 

546, 

7) Pada kolom (10) diisi dengan angka persentase pencapaian target 

dari masing-masing indikator kinerja mulai dari triwulan | sampai 

dengan triwulan IV (realisasi (TW I s/d TW IV)/target x100)Yo, 

Misal :- realisasi (TW 1 s/d TW III) - 44o, maka Yo capaian 

(4Y0/ 10Yox100)Y0-40Y6o 

- realisasi (TW I s/d TW III) - 2,54, maka Yo capaian 

(2,5Ya/ 5Yox100)”2-30Y9 

8) Pada kolom (11) diisi dengan permasalahan 

rendahnya realisasi kinerja, 

9) Pada kolom (12) dusi 

permasalahan yang terjadi. 

CONTOH FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) 

TINGKAT PERANGKAT DAERAH 

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 20.... 

PERANGKAT DAERAH 

Kegiatan 
Yo 

Ng: Sub Urai Indikator 
Kegiatan: yalail Kinerja Satuan Target | Realisasi Target 

Pencapaian | Ket. 

F| 2 3 4 5 6 7 8-/7/e"loote) | 9 

Dompu, Januari 20.... 

Kepala Unit Kerja, 

setowenaneeerenuna sana reseuununa 

Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut: 

1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut: 

yang terjadi terhadap 

dengan uraian solusi penyelesaian
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Pada kolom (2) diisi dengan nama Program, 

Pada kolom (3) diisi dengan nama Kegiatan dalam lingkup program: 

Pada kolom (4) diisi dengan Indikator kinerja kegiatan berdasarkan 

kelompok masukan, keluaran dan hasil, 

Pada kolom (5) diisi dengan Satuan dari setiap indikator kinerja 

kegiatan, 

Pada kolom (6) diisi dengan Target dari masing-masing indikator 

kinerja kegiatan: 

Pada kolom (7) diisi dengan Realisasi dari masing-masing indikator 

kinerja kegiatan, 

Pada kolom (8) diisi dengan Persentase Pencapaian target dari masing- 

masing indikator Kegiatan (realisasi/target x 1007p), 

Pada kolom (9) diisi Diisi dengan berbagai hal yang perlu dijelaskan 

berkaitan dengan realisasi dan pencapaian target. 

Perjanjian Kinerja yang telah disusun dijadikan sebagai pedoman 

dalam Pengukuran Kinerja. Hubungan Perjanjian Kinerja dengan 

Pengukuran Kinerja Triwulan dan Tahunan dapat dilihat di bawah ini : 

Form Perianijan Kinerja 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) 8) (4 
1. | Meningkatnya - Persentase peningkatan produksi padi 10 to 

Produksi Tanaman - Perkentase peningkatan produksi jagung an Yo 
Pangan 

Progr. Angg Keterangan 

1. Program Peningkatan produksi tanaman pangan Rp,4.500.000.000,- APBD 

| # For Pengukuran Kincria 

REALISASI REALISASI 
NO SASARAN INDIKATOR TARGET S/D Ya PERMASALA So 

STRATEGIS KINERJA I II Ini IV | TRIWULAN | CAPAIAN HAN 

£| INI . 
AN 2 , P3 an aga 7-3 C3 Lg aa ja AAN 
Gj 2 GS) / SH ASIA (5 iL0j (Li) (12) 

1. Meningkatnya - Persentase ae 0 4 0 T 8 80 

Produk peningka 

Tanaman produksi padi 

Pangan - Persentase 20 6 2,5 0 2,5 5 100 
peningkatan 

produksi 

jagung 



Keterangan : 

I. Sasaran strategis 

strategis pada pengukuran kinerja. 
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pada Perjanjian Kinerja dijadikan sasaran 

2. Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dijadikan indikator kinerja 

pada pengukuran kinerja. 

3. Target pada Perjanjian Kinerja dijadikan target pada pengukuran 

kinerja. 

Hubungan antara Perjanjian Kinerja dengan Pengukuran Kinerja 

Tahunan sebagai berikut : 

Form Perjanjian Kinerja 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (4 

l, Meningkatnya - Persentase peningkatan produksi padi 10 Yo 
Produksi Tanaman - Perbentase peningkatan produksi jagung 5 

. Pangan 

Program Anggaran Keterangan 

1. Program Peningkatan produksi tanaman pangan Rp. 4.500.090.000,- APBD 

Form Pengukuran Kineria 
| 7 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET / REALISASI S5 CAPAIAN STRATEGIS / i sa 
(») (2 (3) M/ (5) (6) 
1. Meningkaj nya | - Persentase peningkatan 10 Y 8 V5 80 

Produksi produksi pddi 
Tanaman - Persentasepeningkatan 5 Yo 5 49 100 

Pangan produksi jagung 

Keterangan : 

1. Sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja dijadikan sasaran strategis 

pada pengukuran kinerja. 

2. Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dijadikan indikator kinerja 

pada pengukuran kinerja. 

3. Target pada Perjanjian Kinerja dijadikan target pada pengukuran 

kinerj a. 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN BUPATI DOMPU 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN DOMPU 

LAPORAN KINERJA 

A. FORMAT LAPORAN KINERJA 

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan 

organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi 

tentang: 

1. Uraian singkat organisasi: 

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan, 

3. Pengukuran kinerja, 

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau 

hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya 

terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan 

sumber daya. 

(Contoh Format laporan kinerja terdapat pada anak lampiran IV/1). 

B. PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA 

Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan 

berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya 

kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. Bupati menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD), khusus pengukuran capaian akuntabilitas kinerja 

pemerintahan daerah berdasarkan perjanjian kinerja yang 

ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui 

Aplikasi e-SAKIP REVIU (https://esr.menpan.go.id/), dan 

Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. Bupati dapat menetapkan suatu petunjuk 

pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan 

pelaporan kinerja. (Contoh Format LPPD terdapat pada anak lampiran 

IV/2).
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ANAK LAMPIRAN IV/1 

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA 

Babl Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan 

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja 

tahun yang bersangkutan. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi 

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut 

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja 

tahun ini, 

. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhir, 

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 

ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan 

standar nasional (jika ada), 

. Analisis penyebab  keberhasilan/kegagalan — atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi 

yang telah dilakukan, 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan | 

' 

i 
' 

, 

8 

, 

1 

i 
' 

1 

| 

t 

t 

' 

' 

1 

1 

I 

I 

1 

dokumen perencanaan strategis organisasi, 
|) 
1 

' 

' 

, 

! 

|) 

|) 

1 

i 
F 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 

: 
i 
1 

4 

| 

1
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Contoh penyajian capaian kinerja organisasi dalam 

TAHUN In) | 

REALISASI | 1 REALISASI | TARGET ! 
No! SASARAN INDIKATOR | gap Pono !#ATARUN | AKRIR | 

1 

STRATEGIS KINAKUR TARGET | REALISASI/ CAPAIAN aa Ma! 
(a-2) | (n-1) KINERJA 1 

yi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A 
: | 

l Me Ne oya - Persentase " 

7 peningkatan Yo 6 8 10 8 80 22 40 
anaman & 2 ! 

p produksi padi ' 
angan | 

- Persentase | 
kan papan Ya 4 5 5 5 100 14 25! 

produksi 

jagung | 
| 

Ket.: Tahun (nj » Tahun berakhirnya pelaksanaan anggaran atau tahun pelaporan kinerja. 

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab 

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan 

kinerja organisasi 

Kinerja. 

BabIV Penutup 

2) Lain-lain yang dianggap perlu 

organisSaSs! serta langkah di 

ini 

sesuai dengan dokumen Perjanjian 

diuraikan realisasi anggaran yang 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

masa mendatang yang akan 

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran: 

1) Perjanjian Kinerja
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ANAK LAMPIRAN IV/2 

CONTOH FORMAT LPPD 

PENGANTAR 

DAFTAR ISI 
BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 

1.1.1 

1.1.2 

s
u
 

m
w
 

b—
 

w
 

Latar Belakang 

Penjelasan Umum 

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum 

yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

a. undang-undang pembentukan daerah, 

b. data geografis wilayah, 

c. jumlah penduduk: 

d. jumlah kecamatan dan desa/kelurahan (untuk 

kabupaten/kota), 

e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai 

pemerintah, dan 

f. (realisasi anggaran pendapatan dan belania daerah. 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 
a.. permasalahan strategis pemerintah daerah, 

b. visi dan misi kepala daerah, 

Cc. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen 

perencanaan jangka menengah, dan 

d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen 

perencanaan tahunan. 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan 

standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan 

minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan 

pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam 

rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran 

orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 

1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar 

pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum 

anggaran. 

BAB II 
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
2.1 Capaian Kinerja Makro 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang 

menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak
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swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. 

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro 

sebagai berikut: 

No Indikator Capaian Capaian Perubahan 
Kinerja Makro Kinerja Kinerja (Yoh 

Tahun N-1 Tahun N 

2 Kej 4 5 

Indeks 

Pembangunan 
' 

Manusia . 

Angka | 
' 

Kemiskinan 

Angka 
Pengangguran 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

5 | Pendapatan 

ha
 

w Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari ' 

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan ! 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan | 

peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. 

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat 

data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan ' 

indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. : 
: 

| 

Per kapita 
6 | Ketimpangan 

Pendapatan | 
(Gini Ratio) 

Keterangan: 

l. Indeks pembangunan manusia adalah nilai indeks 
pembangunan manusia daerah yang bersangkutan. : 

2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskm daerah : 

| yang bersangkutan. 

3. Angka pengangguran adalah persentase pengangguran daerah yang ' 

| bersangkutan. : 

4. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan: 

ekonomi daerah yang bersangkutan. | 

5.| Pendapatan per kapita adajah persentase kenaikan pendapatan per ' 

| kapita daerah yang bersangkutan. : 

6. Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan gini ratio adalah nilai : 

gini ratio daerah yang bersangkutan. 

Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah 

secara lengkap.
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No Urusan Indikator Capaian | Sumber 

Pemerintahan | Kinerja Kunci Kinerja Data 

Keluaran 

1 | Pendidikan 

Kesehatan 

3 

Dst 

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 

No Urusan Indikator Kinerja | Capaian | Sumber 

Pemerintahan Kunci Hasil Kinerja Data 

1 | Pendidikan 

Kesehatar: 

3 

dst 

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

No Fungsi 

Penunjang 

Indikator 

Kinerja Kunci 

Capaian 

Kinerja 

Tahun N 

Sumber 

Data 

Perencanaan 

Keuangan 

Keuangan 

Kepegawaian 

Transparansi 

dan 

Partisipasi 

Publik 

dst 

LPPD. 

Uraian indikator kinerja kunci untuk setiap urusan pemerintahan dan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan Peraturan Menteri terkait 

taat ata NN NN NN NN NN NA 
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CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi: 

1. 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang 

melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan 

pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

2.3 

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian ! 

keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi: 

pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan ' 

dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian ! 

akuntabilitas pemerintah daerah memuat: 

a. target kinerja dalam perjanjian kinerja, 

b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target: 

perjanjian kinerja: 

Cc. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun ! 

sebelumnya, 

d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam: 

pembangunan jangka menengah, 

e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil! 

(kinerja) yang telah dicapai, dan | 

f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target: 

kinerja. i 

BAB III ! 

Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Gambaran : 

umum menggambarkan pelaksanaan tugas pembantuan di daerah: 

kabupaten/kota, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun! 

yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi ' 

jumlah kementerian /lembaga pemerintah nonkementerian yang ! 

memberikan penugasan, bidang urusan yang ditugaspembantuankan, : 

jumlah kegiatan dan anggaran tusas pembantuan, dan lain-lain. 

Pelaksanaan tugas pembantuan. 

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 

Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang 

diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran 

program/ kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1: 

(satu) tahun anggaran. 

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah 

Kabupaten/Kota 

Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan 

kepada daerah kabupaten/kota. 

|) 

1 

|) 
, 

|) 
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3.1.2 

ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan : 

yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar: 

penugasan. : 
Realisasi 
Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat' 

pelaksanaan penugasan. 

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat 

yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. 

PROSRAM KEGIATAN, SKPD | ALOKASI RERLSAI 

NO. KMENK aa OUTPUT,DANANGAN | LOKASI | PELASANA 1 ANGGA ea MI GRAN MI AG | 

KEGATAN PO KEGATAN 

Wi 1) IMA TI TI DD DA» AA AA II 

L. | Kementan | Peraturan MenterLPNK | Progam... 

Pan MNosu MN a.....— | ertan... | 
Peta Keluaran (Out | 

| Kindan Kedai | Li DT 

Il: | Li 
| L " Jaana Li Li po 

Keterangan: 

Kolom (1) diisi nomor urut 

Kolom (2) diisi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 

yang memberikan penugasan (TP) 

Kolom (3) diisi Peraturan Menteri/lembaga pemerintah : 

nonkementerian tentang Penugasan Urusan : 

Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas! 
pembantuan 

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian | 

kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dani 

Juklak /Juknis 

Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas' 

pembantuan | 

Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas! 

pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang: 

penetapan — perangkat daerah pelaksana tugas 
pembantuan 

Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA ' 

Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun! 

anggaran dalam rupiah
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3.2 

3,2el 

3.2.2 

Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 

anggaran dalam persentase 

Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam 

bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan 

Kolom (ll)diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk 

persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan 

Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah 

Kabupaten/Kota 

Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada 

daerah kabupaten/kota. 

Target Kinerja 

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang 

ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang 

tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar 

penugasan. 

Realisasi 

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat 

dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas 

pelaksanaan penugasan. 

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi 

yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. 

PROGRAM KEGIATAN, SPD REALISASI 

NO. BIDANG UPS Ha kai OUTPUT DANPINCAN 1 KABIKOTA 1 PELAKSANA 2 Ha BII CPMAN NIA, 

LL MA p bsd MNC 
Y 4 B | ATA AG DA LD DA BE» BN 
LI bidan | Peraturan Gubemur | Program... | 

Ka TU KE 

Biinese Keluaran Ontpu).... 

Rincian Kegiatan... 

Li | | 
| | | | | | 

Keterangan : 

Kolom (lt) diisi nomor urut 

Kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugas 

pembantuankan 

Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan 

pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas 

pembantuan 

Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian 

kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan 

Juklak/Juknis 

Kolotmi (5) diisi kabupaten/kota perierima tugas pembantuan dari 

provinsi



66 

Kolom (6) diisi perangkat daerah yg melaksanakan tugas 

pembantuan sesuai dengan keputusan 

bupati/wali kota tentang penetapan perangkat 

daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi 

Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA 

Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 

anggaran dalam rupiah 

Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 

anggaran dalam persentase 

Kolom (10)diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam 

bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan 

Kolom (It)diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk 

persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan 

3.3 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik 

dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan. 

4 Saran dan Tindak Lanjut 

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah 

tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan 

perbaikan dalam perencariaan tugas peribantuan ke depan. 

BAB IV 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

41 

tol. 

41.2 

4.1.3 

41.4 

Urusan Pendidikan 

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal 

memuat: 

Jenis Pelayanan Dasar 

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang 

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan 

standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah. 

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Target 

pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam 

mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan 

pembiayaannya. 

Realisasi 

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh 

Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan 

membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan 

sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung 

yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM 
oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana 

lain yang sah. 

41.5 Dukungan Personil 

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang
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terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. 
Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang 

dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal 

maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan 

yang ditempuh. 

42 Urusan Kesehatan 

4.3 Urusan Pekerjaan Umum 

4.4 Urusan Perumahan Rakyat 

4,5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat 

46 Urusan Sosial 

4.7 Program dan Kegiatan 

BAB V 

PENUTUP 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI DOMPU 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN DOMPU 

PENGELOLAAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada unit 

organisasi terbagi dalam beberapa kondisi sebagai berikut: 

a. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

@ b. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

2) Pejabat Pimpinan Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

dengan tidak memiliki Pejabat Administrator 

c. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator 

1) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

2) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan tidak 

memiliki Pejabat Pengawas 

d. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas 

e. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional 

SG f. Unit organisasi yang masih memiliki lebih dari dua level struktur 

g. Unit Organisasi Sekretariat Daerah pada Instansi Pemerintah Daeral 

Provinsi atau Kabupaten atau Kota 

1) Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

2) Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

3) Kepala Biro (Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi) atau Kepala 

Bagian (Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) sebagai 

Pejabat Penilai Kinerja 

Adapun penjelasan terperinci dari masing-masing unit organisasi adalah 

sebagai berikut:
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a. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 

i. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

i PEJABAT PIMPINAN 

1 TINGGI MADYA 

el 

n
k
 

PEJABAT PIMPINAN PEJABAT PIMPINAN 

TINGGI PRATAMA TINGGI PRATAMA 

““KELOMPOKJEDAN 
PELAKSANA 

Gambar 4. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabar Pimpinan Tinggi Madya dengan 
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana berkedudukan 

berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai Pejabat Level I 

yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja. 

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti ini 

adalah: 

a) organisasi pada kementerian yang dipimpin oleh Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya yang berperan sebagai pejabat peniiai 

| kinerja, 

b) organisasi pada lembaga pemerintah non kementerian yang 

dipimpin oleh pejabat penilai kinerja, 

c) | organisasi pada lembaga setingkat kementerian yang dipimpin oleh 

| Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berperan sebagai pejabat 

| penilai kinerja: 

d) organisasi kesekretariatan pada lembaga negara yang dipimpin oleh 

| Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berperan sebagai pejabat 

| penilai kinerja, dan 

e) organisasi kesekretariatan pada lembaga non struktural yang 

| dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang berperan 

| sebagai pejabat penilai kinerja.
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ii. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

PEJABAT PIMPINAN 

TINGGI MADYA 

—- ! LAILA F3 —— k STS 6 

i PEJABAT PIMPINAN i PEJABAT PIMPINAN Ji 

1 TINGGIPRATAMA |! UV) TINGGIPRATAMA |! 
| Pa ai J 3 aa Meneer aangan J 

| ga 
| KELOMPOK JF DAN | KELOMPOK JF DAN 
| PELAKSANA PELAKSANA 

| 

Gambar 5. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 
dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pejabat level 2 sebagai Pejabat 

Penilai Kinerja 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

sebagai Pejabat Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai 

Kinerja. 

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti 

ini adalah: 

a) organisasi pada Kementerian dan Instansi Pemerintah yang 

memiliki rentang kendali yang terlalu luas dapat menempatkan 

Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk berkedudukan di 

bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: dan 

b) unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi vertikal) 

yang rentang kendali yang terlalu luas dan beban tugas 

organisasi yang besar dapat menempatkan Pejabat Fungsional 

Gan pelaksana untuk berkedudukan di bawah Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama. 

b. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama 

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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1 

PEJABAT PIMPINAN | 
TINGGIPRATAMA | 1 

1 —
.
.
.
.
.
«
 

| | 
PEIABAT PEJABAT 

ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR 

| KELOMPOK JFDAN 
PELAKSANA 

Gambar 6. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai 

Kinerja 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat 

Penilai Kinerja 

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran 

seperti ini adalah: 

a. organisasi pada kementerian yang dipimpin oleh 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berperan sebagai 

pejabat penilai kinerja: 

b. organisasi pada lembaga pemerintah nonkementerian 

yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja, 

Cc. organisasi kesekretariatan pada lembaga non struktural 

yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja, 

d. Organisasi pada dinas daerah provinsi, badan daerah 

provinsi, inspektorat daerah provinsi, dinas daerah 

kabupaten/kota, badan daerah kabupaten/kota, 

dan inspektorat daerah kabupaten/kota yang 

dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 

berperan sebagai pejabat penilai kinerja, dan
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e. unit kerja mandiri (instansi vertikal atau unit pelaksana 

teknis) yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja. 

2) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

PEJABAT PIMPINAN 

TINGGI PRATAMA 

U PEJABAT 1 | PEJABAT h 
II ApministrATOR 1 il AbmuNisTRATOR |! 
l 1) | : 

“ KELOMPOKJFDAN ”— s0 KELOMPOK JFDAN 
PELAKSANA “4 | PELAKSANA | 

uye 4 a L P « i 

PEN en 3 Data Jamuan Ha 8 Me aan | 3 | 

Gambar 7. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan 

Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan 

Administrator sebagai Pejabat Level II yang berperan 

selaku Pejabat Penilai Kinerja. 

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran 

seperti ini adalah: 

Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi 

vertikal) yang rentang kendali yang terlalu luas dan beban 

tugas organisasi yang besar dapat menempatkan Pejabat 

Fungsional dan pelaksana untuk berkedudukan di bawah 

Pejabat Administrator. 

3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai 

Kinerja dengan tidak memiliki Pejabat Administrator.
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PEJABAT PIMPINAN 

TINGGI PRATAMA 

-
.
—
—
.
.
 

KELOMPOK JF DAN 
PELAKSANA $ 

k Me ena 

Gambar 8. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat 

Penilai Kinerja dan tidak memiliki Pejabat Administrator 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat 

Penilai Kinerja 

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran 

seperti ini adalah, 

a. Inspektorat Kementerian yang dipimpin oleh Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama yang langsung membawahi 

Pejabat Fungsional Auditor tanpa memiliki Pejabat 

Administrator di bawahnya, dan 

b. Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi 

vertikal) yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama 

langsung membawahi Pejabat Fungsional tanpa memiliki 

Pejabat Administrator di bawahnya. 

c. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator 

las Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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1 PEJABAT 
| ADMINISTRATOR 

H
a
 

umum ot 

Ll | 

PEJABAT PENGAWAS PEJABAT PENGAWAS 

KELOMPOK Jr DAN 
PELAKSANA 

Gambar 9. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator 
dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Pejabat Administrator sebagai 

Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja 

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran 

seperti ini adalah: 

a. Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi 

vertikal) yang dipimpin oleh Pejabat Administrator yang 

berperan sebagai pejabat penilai kinerja, dan 

b. Organisasi pada Kecamatan dengan Pejabat Penilai Kinerja 

adalah Camat. 

. Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

PEJABAT 
ADMINISTRATOR 

| 
amat. Me ae aa 

' , f : 
I 

i PEJABAT PENGAWAS | ! PEJABAT PENGAWAS | 
| 1 

4 Bana Un MENae AG NERE 1 —— 1 pesan mera 4 

KELOMPOK JEDAN ”—.i 1 KELOMPOK JF DAN 
PELAKSANA 2 TN PELAKSANA 

Gambar 10. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator 
dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pengawas sebagai 

Pejabat Level Il yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.
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Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran 

seperti ini adalah: 

Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi 

vertikal) yang rentang kendali yang terlalu luas dan beban 

tugas organisasi yang besar dapat menempatkan Pejabat 

Fungsional dan pelaksana untuk berkedudukan di bawah 

Pejabat Administrator. 

3. Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dengan 

tidak memiliki Pejabat Pengawas 

1 ' 

PEJABAT | 
! | ADMINSTRATOR | i 

(| 

an en ee 

HE KELOMPOKJFDAN 
at PELAKSANA 

Lag Alina anna majas menes ALA Wal: struk nga Gn PEP an AAU 

Gambar 11. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator 
dcngan Pcjabat Administrator scbagai Pcjabat Penilai Kincrja dan tidak 

memiliki Pejabat Pengawas 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pengawas sebagai 

Pejabat Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja. 

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran 

seperti ini adalah: 

Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi vertikal) 

yang dipimpin oleh Pejabat Administrasi yang iangsung 

membawahi Pejabat Fungsional tanpa memiliki Pejabat 

Pengawas di bawahnya. 

d. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas
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' KELOMPOK JFDAN | 
PELAKSANA 

Gambar 12. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas dengan 
Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Pejabat Pengawas sebagai 

Pejabat Level I yarig berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja. 

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran 

seperti ini adalah: 

1) Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi 

vertikal) yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas yang 

langsung membawahi Pejabat Fungsional: dan 

2) Organisasi pada Kelurahan dengan dengan Pejabat Penilai 

Kinerja adalah Lurah. 

e. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional 

| 

PEJABAT 

FUNGSIONAL 

4 
bkan eren Lonte ea 

aed Mean 2 Atma 

— KELOMPOK JEDAN 
PELAKSANA 

Pelan 

Gambar 13. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional dengan Pejabat 
Fungsional sehagai Pejabat Penilai Kinerja
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Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Pejabat Fungsional 

sebagai pimpinan unit organisasi yang berperan selaku 

Pejabat Penilai Kinerja 

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran 

seperti ini adalah: 

Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis) yang dipimpin 

oleh Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin 

unit kerja mandiri yang langsung membawahi Pejabat 

Fungsional. 

Unit organisasi yang masih memiliki lebih dari dua level 

struktur 

Instruksi penyederhanaari birokrasi adalah menyisakan dua 

level struktur, yang artinya unit organisasi yang masih 

memiliki lebih dari dua level struktur dikarenakan adanya 

pengecualian atau sementara waktu belum dapat 

disederhanakan. Atas unit organisasi tersebut bilamana 

kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana ditempatkan di 

bawah pejabat level 1 atau pejabat level 2 maka pejabat level 3 

dan/atau pejabat level 4 menjadi pelaksana koordinasi 

pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana seperti 

ketua tim. 

Unit Organisasi Sekretariat Daerah pada Instansi Pemerintah 

Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota 

1) Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja



# 
1 IL SEKRETARIS DAERAH 1, 

, Prov: IPT Madya (18) 1 

| Kab/Kota IPT Pratama(llA) Jr 
4 

L 1 
ASISTEN DAERAH ASISTEN DAERAH 

Prov JPT Pratama (IIA) Prov. IPT Pratama (IAI 

Kab/Kota" JPT Pratama (1B) Kab/Kota: iPT Pratama (IIB) 

KEPALA BIRO / KEPALA BIRO / KEPALA BIRO / KEPALA BIRO / 

Prov: JPT Pratama (IIB) Prov: JPT Pratama (118) Prov: JPT Pratama (JIB) Prov: JPT Pratama (1IB) 

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN 
Kab/Kota' Administrator Kab/Kota: Administrator Kab/Kota. Administrator Kab/Kota: Administrator 

(- Pee Adnan ban pia 

“ “KELOMPOKJEDAN 
PELAKSANA 

Gambar 14. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
dcngan Sckrctaris Dacrah scbagai Pejabat Penilai Kincrja 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Sekretaris Daerah yang 

berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja. 

2) Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

MEKRETARIS DARAH 

Prov IPT hiadya IBI 

Mabitota jPT Pratama Ay 

pena FT 1 bee ea “ 
1 ASISTEN DALRAM 1 | AHYEN DAERAH 

A Prov (PT Pratama IA) , Vo Dpraa P3 Prataman AA 1 
Kat kota (PT Pratama! |) 1 Kat Unta DP" Ingra na RB i 

| ' l ' LL Ka ak pc ne an 

KEPALA BIRO / KEPALA BIRO / KEPALA BIRO / KEPALA BIRO / 
Pen PT Pratamati!Bj Peoa 101 Pratama, Ri Preve PT Pratama Pre PT Pratama, K 

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN KE PALA BAGIAM 
Babi kota Adentratgr Kab/Kota Admunatrator KabiKota Ade Satrator Kan Eota Adm trah 

KELOMPOK JF DAN KELOMPOK JF DAN 

PELAKSANA PELAKSANA 

Gambar 15. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
dengan Asisten Daerah sebagai Pejabat Peniiai Kinerja 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Asisten Daerah yang 

berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja. 

3) Kepala Biro (Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi) atau 

Kepala Bagian (Sekretariat Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota) sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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SEKRETARIS DAERAH 
Prov: JPT Madya (18) 

Kab/Kota:JPT Pratama filA) 

i | 

ASISTEN DAERAH ASISTEN DAERAH 

Prov" JPT Pratarna (IIA) Prow' JPT Pratama (IIA) 

Kab/Kota: JPT Pratama (118) Kab/Kota" IPT Pratama (1t8) 

PA na Me nara Jmen man La 
: KEPALA BIRO / 14 KEPALA BIRO / ND Keratatiro/ Ta KEPALA BIRO / i 
1 Prov: JPT Pratama (!1B) Li Prov" JPT Pratama (ilB) ti Prov" JPT Pratama (!12) Lo 1) Prov JPT Pratama (118) ! 

I KEPALA BAGIAN La KEPALA BAGIAN 11 KEPALA BAGIAN TN 4 KEPALA BAGIAN 1 
| Kab/Kota: Administrator 14 | Kab/Kota: Administrator | 4 | Kab/Kota: Administrator | 1 (4 Kab/Kota Admunsstratar j | 

Pra ikon An aa, pisan Ie mena asia: Jpn 

eomnsemenpentenpepanun - ko 9 2g sa 

KELOMPOK JF DAN i KELOMPOK JF DAN | KELOMPOK JF DAN 1 KELOMPOK JF DAN 
PELAKSANA | PELAKSANA ! PELAKSANA PELAKSANA 

Gambar 16. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah 
dengan Kepala Biro (Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsij atau 

Kepala Bagian (Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotaj sebagai 
Pejabat Penilai Kinerja 

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana 

berkedudukan berada di bawah Kepala Biro/Kepala 

Bagian yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja. 
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